
 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

NOMOR 161/KPTS/M/2016 

TENTANG 

PENETAPAN LOKASI 

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN 

EKONOMI WILAYAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, 

Menimbang     :  a.  bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden            

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional, perlu dilakukan penyediaan 

sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan 

kawasan perdesaan yang memadai; 

b. bahwa penyediaan sarana dan prasarana fisik maupun 

non-fisik di kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dapat dilakukan melalui Program 

Pengembangan I nfrastruktur Sosial dan Ekonomi 

Wilayah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat tentang Penetapan Lokasi Program 

Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi 

Wilayah Tahun Anggaran 2016;  



 

Mengingat       : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 

6. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019; 

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

16); 

8. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 13.1/ PRT/ M /2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

2015-2019; 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

15/ PRT/ M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 



 

MEMUTUSKAN: 

Mene tapkan    :  KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN LOKASI 

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL 

EKONOMI DAN WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2016.  

KESATU            : Menetapkan kecamatan penerima program Pengembangan 

Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah Tahun Anggaran 

2016, yang selanjutnya disebut Lokasi Program PISEW 

Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri ini.  

KEDUA : Lokasi Program PISEW ditetapkan berdasarkan sebagai 

berikut: 

a. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai 

kawasan pusat pertumbuhan; 

b.  Me rupakan ke bi j akan Pe me r i n tah  yang dapa t  

mempercepat pengembangan ekonomi kawasan dan/atau 

menciptakan lapangan kerja; 

c. Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten; dan 

d. Merupakan usulan pemerintah daerah; 

KETIGA             : 

KEEMPAT         : 

Lokasi Program PISEW Tahun Anggaran 2016 berjumlah 

600 (enam ratus) kecamatan yang tersebar di 144 (seratus 

empat puluh empat) kabupaten di 32 (tiga puluh dua) 

provinsi. 

Setiap kecamatan penerima program PISEW akan 

dialokasikan pagu dana sebesar Rp 1.200.000.000, - (satu 

miliar dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan 

infrastruktur kawasan.  

KELIMA : Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KEEMPAT dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2016. 

KEENAM : Lokasi program PISEW Tahun Anggaran 2016 dapat 

dilakukan perubahan dengan ketentuan: 



 

1. Terdapat kesalahan pengetikan nama kecamatan; 

2. Terdapat perubahan data administrasi yang 

diakibatkan oleh pemekaran daerah; dan 

3. Kebijakan khusus Tim Pelaksana Pusat. 

 
KETUJUH        : 

Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana tercantum dalam 

Diktum KETUJUH angka 1 dan angka 2 maka perubahan 

tersebut diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dire ktur 

Jenderal Cipta Karya dengan melampirkan data pendukung. 

 

KEDELAPAN  : Dalam pelaksanaan Program PISEW Tahun Anggaran 2016, 

Pemerintah Daerah menunjuk Tim Pelaksana Provinsi, Tim 

Pelaksana Kabupaten dan Kelompok Kerja (Pokja) 

Kecamatan pada tingkat provinsi, kabupaten dan 

kecamatan. 

KESEMBILAN : Pemerintah Pusat me lalui Tim Pe laksana Pusat, Satuan  

Kerja (Satker) Kawasan Permukiman Pusat Pertumbuhan dan 

Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi serta 

Pemerintah Daerah melalui Tim Pelaksana Provinsi dan Tim 

Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KELIMA bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan 

pelaksanaan program sesuai dengan pedoman yang 

ditetapkan. 

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 

3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; 

4. Menteri Keuangan; 

5. Menteri Dalam Negeri; 

6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 



 

7. Gubernur/Bupati di Seluruh Indonesia; 

8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan; 

9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

10. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

11. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Maret 2016 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT, 

M. BASUKI HADIMULJONO 



 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR 161/KPTS/M/2016 
TENTANG PENETAPAN LOKASI PROGRAM 

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL 

DAN EKONOMI WILAYAH TAHUN 

ANGGARAN 2016 

LOKASI PROGRAM PISEW TAHUN ANGGARAN 2016 

NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

A. ACEH 1. ACEH TENGGARA 1.  BABUL MAKMUR 

2.  SEMADAM 

3.  BUKIT TUSAM 

4.  LAWE SUMUR 

5.  LAWE BULAN 

6.  DARUL HASANAH 

7.  KETAMBE 

  

2. PIDIE 1.  PADANG TIJI 

2.  DELIMA 

3.  GRONG GRONG 

  

3. PIDIE JAYA 1.  ULIM 

2.  TRIENGGADENG 

3.  PANTERAJA 
  

B. SUMATERA UTARA 1. TAPANULI UTARA 1.  TARUTUNG 

2.  PAHAE JULU 

3.  PURBATUA 

4.  SIMANGUMBAN 

5.  SIPAHUTAR 

6.  GAROGA 

7.  PAGARAN 

8.  MUARA 

  

2. SIMALUNGUN 1.  DOLOK PARDAMEAN 

2.  GIRSANG SIPANGAN 
BOLON 

3.  TANAH JAWA 

4.  JORLANG HATARAN 

5.  HUTABAYU RAJA 

  

3. DAIRI 1.  BERAMPU 
2.  SIEMPAT NEMPU 

HILIR  
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

  4. LANGKAT 1.  SAWIT SEBERANG 

2.  PADANG TUALANG 

  

C. SUMATERA BARAT 1. SOLOK 1.  PANTAI CERMIN 

2.  LEMBAH GUMANTI 
3.  HILIRAN GUMANTI 

4.  LEMBANG JAYA 

5.  KUBUNG 

6.  X KOTO DIATAS 
7.  X KOTO SINGKARAK 

  

2. AGAM 1.  BANUHAMPU 

2.  SUNGAI PUA 

3.  AMPEK ANGKEK 

4.  CANDUANG 

5.  BASO 

6.  KAMANG MAGEK 

7.  PALEMBAYAN 
  

D. RIAU 1. INDRAGIRI HILIR 1.  KERITANG 

2.  KEMUNING 

3.  RETEH 

4.  CONCONG 

5.  BATANG TUAKA 

6.  MANDAH 

7.  PELANGIRAN 
  

2. PELALAWAN 1.  PELALAWAN 

2.  BANDAR 
PETALANGAN 

3.  KUALA KAMPAR 

  

E. KEPULAUAN RIAU 1. BINTAN 1.  BINTAN TIMUR 

2.  GUNUNG KIJANG 

3.  MANTANG 

4.  BINTAN PESISIR 

  

2. NATUNA 1.  BUNGURAN TENGAH 

2.  BUNGURAN UTARA 
3.  BUNGURAN TIMUR 

LAUT 

  

3. LINGGA 1.  SINGKEP BARAT 

2.  SINGKEP 

3.  LINGGA UTARA 

  

F. JAMBI 
1. TANJUNG JABUNG 

TIMUR 1. MENDAHARA 
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

    2.  DENDANG 

3.  MUARA SABAK 

BARAT 

4.  MUARA SABAK 

TIMUR 

5.  KUALA JAMBI 

6.  RANTAU RASAU 

7.  NIPAH PANJANG 

  

2. TANJUNG JABUNG 

BARAT 
1.  MERLUNG 

2.  BATANG ASAM 

3.  RENAH MENDALUH 

  

G. 
SUMATERA 
SELATAN 

1. OGAN KOMERING 
ILIR 
SUNGAI MENANG 1.  

 

2.  SIRAH PULAU 

PADANG 

3.  JEJAWI 

4.  PAMPANGAN 

5.  PANGKALAN LAPAM 

  

2. MUSI RAWAS 1.  TUGU MULYO 

2.  PURWODADI 

  

3.  MUSI BANYUASIN 1. SUNGAI LILIN 

2. BAYUNG LENCIR 

3. TUNGKAL JAYA 

  

4. OGAN ILIR 1.  LUBUK KELIAT 

2.  TANJUNG BATU 

  

5. MUSI RAWAS 

UTARA 
1.  RAWAS ULU 

2.  ULU RAWAS 

3.  RUPIT 

4.  KARANG JAYA 

5.  KARANG DAPO 

  

H. 
KEP. BANGKA 

BELITUNG 
1. BANGKA 1.  MENDO BARAT 

2.  PUDING BESAR 

3.  SUNGAI LIAT 

4.  BAKAM 

  

2. BANGKA BARAT 1.  TEMPILANG 

2.  SIMPANG TERITIP 

3.  JEBUS  
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

  3.  BANGKA SELATAN 1. SIMPANG RIMBA 

2. TOBOALI 

3. TUKAK SADAI 

  

I. BENGKULU 
1. BENGKULU 

SELATAN 1.  KEDURANG 

2.  SEGINIM 

3.  AIR NIPIS 

  

2. MUKOMUKO 1.  XIV KOTO 

2.  LUBUK PINANG 

3.  AIR MANJUNTO 

  

3. LEBONG 1.  TOPOS 

2.  LEBONG TENGAH 

3.  LEBONG SAKTI 

4.  LEBONG UTARA 

  
J. LAMPUNG 1. LAMPUNG BARAT 1.  SUKAU 

2.  PAGAR DEWA 
  

2. TANGGAMUS 1.  SEMAKA 

2.  PULAU PANGGUNG 

3.  KELUMBAYAN 

  
3. LAMPUNG 

SELATAN 
1.  TANJUNG BINTANG 

2.  KALIANDA 

3.  SRAGI 

4.  PENENGAHAN 

5.  KETAPANG 

  
4. LAMPUNG TIMUR 1.  JABUNG 

2.  WAWAY KARYA 

3.  LABUHAN 
MARINGGAI 

4.  BATANGHARI NUBAN 

  

K. BANTEN 1. PANDEGLANG 1. BANJAR 

2. KADUHEJO 

3. KORONCONG 

  

2. LEBAK 1. RANGKASBITUNG 

2. MAJA 

3. CURUGBITUNG 

  

 3. SERANG 1. PADARINCANG 

2. CIOMAS  
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NO. PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN 

   3. CIKANDE 
4. KRAMATWATU 

 
L. JAWA BARAT 1. BOGOR 1. CIAMPEA 

2. CIOMAS 

3. TANJUNGSARI 

4. JONGGOL 

5. CILEUNGSI 

6. GUNUNG PUTRI 

7. JASINGA 

8. PARUNG PANJANG 

 

2. SUKABUMI 1. SURADE 
2. JAMPANG KULON 

3. CURUGKEMBAR 

4. BANTARGADUNG 

5. CIKEMBAR 

6. GEGER BITUNG 

7. KEBONPEDES 

8. SUKALARANG 

9. SUKABUMI 

10. CIBADAK 

11. CARINGIN 

12. PARAKAN SALAK 

13. BOJONG GENTENG 

14. KALAPA NUNGGAL 

15. CISOLOK 

16. KABANDUNGAN 

 

3. BANDUNG 1. MAJALAYA 

2. ARJASARI 
 

4. GARUT 1. CIBALONG 

2. CIBATU 

3. CIBIUK 

 

5. TASIKMALAYA 1. CIPATUJAH 

2. CIKATOMAS 

3. CIBALONG 

4. PARUNGPONTENG 

5. SODONGHILIR 
6. JATIWARAS 

7. CIGALONTANG 

 
 6. CIAMIS 1. PAMARICAN 

 2. CIMARAGAS 
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NO. PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN 

  7. CIREBON 1. KARANGSEMBUNG 

2. PANGENAN 

3. BEBER 

4. PLUMBON 

5. SURANENGGALA 

6. ARJAWINANGUN 

7. CIWARINGIN 

 

8. INDRAMAYU 1. ANJATAN 

2. CANTIGI 

3. CIKEDUNG 

4. GANTAR 

5. HAURGEULIS 

6. INDRAMAYU 

7. KANDANGHAUR 

8. KERTASEMAYA 

9. LELEA 

10. LOHBENER 

11. LOSARANG 

12. PATROL 

13. SUKRA 

14. TERISI 

15. WIDASARI 

 

9. PANGANDARAN 1. LANGKAPLANCAR 

2. PANGANDARAN 

3. KALIPUCANG 

4. PADAHERANG 

5. MANGUNJAYA 

 

M. JAWA TENGAH 1. PURWOREJO 1. KALIGESING 

2. BAGELEN 

 

2. WONOSOBO 1. WADASLINTANG 

2. SAPURAN 

3. KALIKAJAR 

 

3. MAGELANG 1. SALAMAN 

2. BOROBUDUR 

3. SRUMBUNG 

4. MUNTILAN 

5. MERTOYUDAN 

6. SECANG 

7. NGABLAK 

 
4. PATI 1. TAMBAKROMO 

2. GABUS  
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

  5. KUDUS 1.  JEKULO 

2.  DAWE 

  

6. JEPARA 1.  KEDUNG 

2.  PECANGAAN 
  

7. DEMAK 1.  MRANGGEN 

2.  KARANGAWEN 

3.  SAYUNG 
  

8. SEMARANG 1.  TENGARAN 

2.  BAWEN 

3.  BRINGIN 

  

9. TEMANGGUNG 4.  BANSARI 

5.  TEMANGGUNG 

6.  TLOGOMULYO 

7.  KRANGGAN 

8.  KANDANGAN 

9.  NGADIREJO 

10.  BEJEN 

  

10. KENDAL 1.  SUKOREJO 

2.  BOJA 

3.  KALIWUNGU 
SELATAN 

4.  BRANGSONG 

5.  PEGANDON 

6.  NGAMPEL 

7.  CEPIRING 

8.  PATEBON 

  

11. KULON PROGO 1.  GIRIMULYO 

2.  NANGGULAN 

3.  SAMIGALUH 

  

12. BANTUL 1.  PUNDONG 

2.  DLINGO 

3.  PLERET 

  

13. GUNUNG KIDUL 1.  PATUK 

2.  GEDANG SARI 

3.  SEMIN 

  

14. SLEMAN 1.  MOYUDAN 

2.  PRAMBANAN 

3.  KALASAN  
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

0. JAWA TIMUR 1. PACITAN 1.  NAWANGAN 

2.  BANDAR 

3.  NGADIROJO 

  
2. PONOROGO 1. NGRAYUN 

2. SAWOO 

  
3. TRENGGALEK 1.  WATULIMO 

2.  PULE 

  
4. TULUNGAGUNG 1.  PAKEL 

2.  CAMPUR DARAT 

3.  KALIDAWIR 

4.  PUCANG LABAN 

5.  REJOTANGAN 
6.  NGANTRU 

7.  GONDANG 

  

5. BLITAR 1.  WONOTIRTO 

2.  BINANGUN 

3.  KESAMBEN 

  

6. MOJOKERTO 1.  GONDANG 
2.  PACET 

3.  KUTOREJO 

4.  DAWAR BLANDONG 

  

7. JOMBANG 1.  PERAK 

2.  BARENG 

3.  MOJOAGUNG 

4.  TEMBELANG 

5.  KESAMBEN 

6.  KABUH 

  
8. MADIUN 1.  KEBONSARI 

2.  GEGER 

3.  DOLOPO 

4.  DAGANGAN 

5.  WUNGU 

6.  SARADAN 

7.  PILANGKENCENG 
  

 9. MAGETAN 1.  LEMBEYAN 

 2.  SUKOMORO 

   

 10. NGAWI 1.  KWADUNGAN 

 2.  KARANGANYAR  
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

    3. PARON 

  

11. BANGKALAN 1.  LABANG 

2.  KWANYAR 

3.  MODUNG 
4.  GALIS 

5.  TANAH MERAH 

6.  TRAGAH 

7.  BURNEH 

8.  AROSBAYA 

9.  GEGER 

10.  KOKOP 

11.  TANJUNGBUMI 

12.  KLAMPIS 

  
12. PAMEKASAN 1.  PROPPO 

2.  PALENGAAN 

3.  PEGANTENAN 

4.  PAKONG 

  

13. SUMENEP 1.  LENTENG 

2.  PASONGSONGAN 

3.  RUBARU 

4.  MANDING 

  

P. BALI 1. TABANAN 1.  KERAMBITAN 

2.  KEDIRI 

3.  PENEBEL 

  

2. GIANYAR 1.  TAMPAKSIRING 

2.  TEGALLALANG 

3.  PAYANGAN 

  

3. KARANG ASEM 1.  RENDANG 

2.  ABANG 

  

4. BULELENG 1.  GEROKGAK 

2.  BUSUNGBIU 

  

Q. 
NUSA TENGGARA 
BARAT 

1. LOMBOK BARAT 1. NARMADA 

2. LINGSAR 

3. GUNUNG SARI 

  

2. LOMBOK TENGAH 1. JONGGAT 

2. PRINGGARATA 

3. BATUKLIANG  
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

  3. LOMBOK TIMUR 1.  MASBAGIK 

2.  SEMBALUN 

  

4. DOMPU 1.  KEMPO 

2.  MANGGALEWA 

3.  PEKAT 

  

5. BIMA 1.  BOLO 

2.  SAPE 

3.  LAMBU 

  

R. 
NUSA TENGGARA 

TIMUR 
1. KUPANG 1.  SEMAU 

2.  SEMAU SELATAN 

3.  KUPANG BARAT 

4.  KUPANG TENGAH 

5.  TAEBENU 

6.  AMARASI 

7.  AMARASI SELATAN 

  

2. TIMOR TENGAH 

SELATAN 
1.  MOLLO UTARA 

2.  POLEN 

3.  AMANUBAN BARAT 

  

3. BELU 1.  RAI MANUK 

2.  TASIFETO TIMUR 

3.  RAIHAT 

  

4.  ENDE 1. WOLOJITA 

2. LIO TIMUR 

3. MAUROLE 

4. KOTABARU 

  

5. NGADA 1.  JEREBUU 

2.  BAJAWA 

3.  GOLEWA SELATAN 

4.  SOA 

  

6. SUMBA BARAT 

DAYA 
1.  KODI 

2.  KODI BALAGHAR 

  

7. NAGEKEO 1.  AESESA SELATAN 

2.  AESESA 

  

S 
' 

KALIMANTAN 

BARAT 
1. 

MEMPAWAH 

SUNGAI PINYUH 
1. 
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NO. PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN 

   2. MEMPAWAH TIMUR 

3. SIANTAN 

 

2. SANGGAU 1. BONTI 

2. TAYAN HILIR 

3. TAYAN HULU 

4. ENTIKONG 

 

3. SINTANG 1. SERAWAI 

2. SEPAUK 

3. TEMPUNAK 

4. DEDAI 

5. KAYAN HILIR 

6. KELAM PERMAI 

7. KETUNGAU TENGAH 

8. KETUNGAU HULU 

 

4. KAPUAS HULU 1. SILAT HULU 

2. HULU GURUNG 

3. KALIS 

4. PUTUSSIBAU 
SELATAN 

5. EMBALOH HILIR 

6. BUNUT HILIR 

7. PENGKADAN 

8. JONGKONG 

9. SUHAID 

10. SEBERUANG 

11. EMPANANG 

12. PURING KENCANA 

13. BATANG LUPAR 

14. EMBALOH HULU 

 

5. MELAWI 1. TANAH PINOH BARAT 

2. SAYAN 

3. BELIMBING HULU 

4. MENUKUNG 

 

6. KUBU RAYA 1. SUNGAI KAKAP 

2. SUNGAI RAYA 

3. SUNGAI AMBAWANG 

4. KUALA MANDOR-B 

 

T. 
KALIMANTAN 

TENGAH 

1. KOTAWARINGIN 
TIMUR 

1. MENTAYA HILIR 
SELATAN 

2. MENTAYA HILIR 
UTARA 

3. KOTA BESI  
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

  2. KAPUAS 1.  SELAT 

2.  BASARANG 

3.  KAPUAS HILIR 

4.  KAPUAS MURUNG 

5.  MANTANGAI 

6.  TIMPAH 

7.  KAPUAS TENGAH 

  
3. BARITO SELATAN 1.  DUSUN HILIR 

2.  DUSUN SELATAN 

3.  DUSUN UTARA 

  

U 
KALIMANTAN 

SELATAN 

1. HULU SUNGAI 

SELATAN 
1.  KANDANGAN 

2.  SUNGAI RAYA 

3.  SIMPUR 

  
2. HULU SUNGAI 

TENGAH 
1.  BATU BENAWA 

2.  BATANG ALAI 

SELATAN 

3.  LABUAN AMAS 

SELATAN 

4.  LIMPASU 

  

3. HULU SUNGAI 

UTARA 
1.  SUNGAI PANDAN 

2.  BANJANG 

3.  HAUR GADING 

  

V. 
KALIMANTAN 

TIMUR 
1. 

PASER 
BATU ENGAU 1.  

 

2.  PASIR BELENGKONG 

3.  LONG IKIS 

4.  LONG KALI 

  

2. KUTAI 

KARTANEGARA 
1.  SEBULU 

2.  TENGGARONG 

SEBERANG 

3.  ANGGANA 

  
3. PENAJAM PASER 

UTARA 
1.  BABULU 

2.  WARU 

3.  SEPAKU 

  

W. SULAWESI UTARA 
1. BOLAANG 

MONGONDOW 
1. DUMOGA BARAT 
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

    2. DUMOGA UTARA 
3. LOLAYAN 

4. PASSI BARAT 

5. BOLAANG 

6. BOLAANG TIMUR 

7. LOLAK 

  
2. MINAHASA 

SELATAN 
1.  TARERAN 

2.  SULTA 

3.  TATAPAAN 

  
X. GORONTALO 1. GORONTALO 1.  BATUDAA 

2.  BONGOMEME 

3.  LIMBOTO BARAT 

4.  TELAGA BIRU 

  

2. BONE BOLANGO 1.  SUWAWA TENGAH 
2.  BULAWA 

3.  PINOGU 

  
3. GORONTALO 

UTARA 
1.  PONELO KEPULAUAN 

2.  SUMALATA 

3.  SUMALATA TIMUR 

  
Y. SULAWESI TENGAH 1. BANGGAI 1.  TOILI BARAT 

2.  PAGIMANA 

  

2. POSO 1.  PAMONA BARAT 

2.  PAMONA SELATAN 
3.  PAMONA 

PASULEMBA 

4.  POSO PESISIR 

5.  POSO PESISIR UTARA 

  
3. DONGGALA 1.  RIO PAKAVA 

2.  BANAWA SELATAN 

3.  BANAWA TENGAH 

 4.  SIRENJA 

 5.  BALAESANG 
TANJUNG 

 6.  DAMPELAS 

 7.  SOJOL 

   

 4. BUOL 1.  BUNOBOGU 

 2.  GADUNG 
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

  5. PARIGI MOUTONG 1. SAUSU 

2. TORUE 

3. BALINGGI 

4. MEPANGA 

5. PALASA 

6. ONGKA MALINO 

  

6. TOJO UNA-UNA 1.  AMPANA KOTA 

2.  ULUBONGKA 

  

7. SIGI 1.  KULAWI 

2.  GUMBASA 

3.  DOLO SELATAN 

4.  DOLO BARAT 

5.  TANAMBULAVA 

6.  SIGI BIROMARU 

  

8. MOROWALI UTARA 1.  PETASIA 

2.  PETASIA BARAT 

  

Z. 
SULAWES
I SELATAN 1. TAKALAR 1.  MANGARA BOMBANG 

2.  SANROBONE 

3.  POLOMBANGKENG 
UTARA 

4.  GALESONG 

5.  GALESONG UTARA 
  

2. GOWA 1. BAJENG 

2. PALLANGGA 

  
3. MAROS 1. MONCONGLOE 

2. MARUSU 

3. BANTIMURUNG 

4. TOMPU BULU 

  

4. BONE 1. MARE 

2. SIBULUE 

3. PONRE 

4. LAMURU 

5. TELLU SIATTINGE 

6. CENRANA 
   

 5. SIDENRENG 

RAPPANG 
1.  BARANTI 

 2.  MARITENGNGAE 

 3.  PITU RIAWA 

 4.  DUAPITUE  
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

    5.  PITU RIASE 

  
6.  LUWU 1. BAJO 

2. LATIMOJONG 

3. PONRANG SELATAN 

4. WALENRANG 

5. WALENRANG UTARA 

6. BASTEM UTARA 

  
7. LUWU TIMUR 1.  ANGKONA 

2.  MALILI 

  
8. TORAJA UTARA 1.  SANGGALANGI 

2.  BENGKELEKILA 

3.  SESEAN SULOARA 

  

AA. SULAWESI BARAT 
1. POLEWALI 

MANDAR 
1.  CAMPALAGIAN 

2.  LUYO 

3.  MAPILLI 

  
2. MAMUJU UTARA 1.  SARUDU 

2.  BARAS 

3.  BULU TABA 

4.  LARIANG 

  

3. MAMUJU TENGAH 1.  TOPOYO 

2.  KAROSSA 

3.  TOBADAK 

  

AB. 
SULAWESI 

TENGGARA 
1. BUTON 1. KAPONTORI 

  
2. MUNA 1.  TONGKUNO 

2.  TONGKUNO SELATAN 

3.  WATOPUTE 

4.  NAPABALANO 

  
3. MUNA BARAT 1.  TIWORO SELATAN 

 2.  BARANGKA 

   

 4. KONAWE SELATAN 1.  LALEMBUU 

 2.  ANDOOLO 

 3.  BUKE 

 4.  PALANGGA 

 5.  BAITO 

 6.  ANGATA 

 7.  BASALA  
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NO. PROVINSI  KABUPATEN  KECAMATAN 

  5. BUTON UTARA 1. BONEGUNU 

  

AC. MALUKU 
1. MALUKU 

TENGGARA 
1.  KEI KECIL 

2.  KEI KECIL BARAT 

3.  KEI KECIL TIMUR 

  

2. MALUKU TENGAH 1.  AMAHAI 

2.  TEON NILA SERUA 

3.  SAPARUA 

4.  SAPARUA TIMUR 

  
3. MALUKU BARAT 

DAYA 1.  PP. TERSELATAN 

2.  LETI MOA LAKOR 

3.  MOA LAKOR 

  

AD. MALUKU UTARA 
1. HALMAHERA 

TENGAH 1.  WEDA SELATAN 

2.  WEDA UTARA 

3.  PATANI 

4.  PATANI UTARA 

  
2. HALMAHERA 

SELATAN 
1.  MANDIOLI SELATAN 

2.  MANDIOLI UTARA 

3.  BATANG LOMANG 

4.  KASIRUTA BARAT 

5.  KASIRUTA TIMUR 

  
3. HALMAHERA 

UTARA 
1.  TOBELO BARAT 

2.  GALELA 

3.  GALELA SELATAN 

  
4.  HALMAHERA 

TIMUR 
1.  KOTA MABA 

2.  WASILE 

3.  WASILE TENGAH 

  

AE. PAPUA BARAT 1. SORONG SELATAN 1.  TEMINABUAN 

2.  WAYER 

3.  SAIFI 

4.  SAWIAT 

  

2. MAYBRAT 1.  AITINYO 

 2.  AYAMARU 

 3.  AYAMARU SELATAN  
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NO. PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN 

  3. MANOKWARI 
SELATAN 

1. RANSIKI 

2. MOMI WAREN 
3. NENEI 

4. ORANSBARI 
5. TAHOSTA 

6. DATARAN ISIM 

 

4. PEGUNUNGAN 
ARFAK 

1. SURUREY 

2. ANGGI 

3. TAIGE 

4. MEMBEY 

5. MENYAMBOUW 

6. CATUBOUW 

7. TESTEGA 

8. DIDOHU 

9. ANGGI GIDA 

10. HINGK 

 

AF. PAPUA 1. JAYAPURA 1. NIMBOKRANG 

2. DEPAPRE 

3. SENTANI BARAT 

 

2. TOLIKARA 1. KANGGIME 

2. KARUBAGA 

3. GOYAGE 

4. KONDAGA 

5. BOKONDINI 

6. KEMBU 

7. NUMBA 

 

3. KEEROM 1. SENGGI 

2. WARIS 

3. ARSO  

MENTERI PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT, 

 

M. BASUKI HADIMULJONO 
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